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ABSTRAK

Fenomena TikTok Affiliate Program sebagai salah satu model pemasaran digital berbasis komisi telah
berkembang pesat di Indonesia dan menjadi bagian penting dari ekosistem e-commerce. Namun, praktik
bagi hasil yang melibatkan komisi penjualan melalui promosi konten menimbulkan pertanyaan
mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis praktik bagi hasil TikTok Affiliate dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus
pada identifikasi elemen yang sesuai maupun tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Metode
penelitian yang digunakan adalah Library research dengan analisis literatur, regulasi, serta data empiris,
termasuk survei Lee & Kim yang menunjukkan 65% affiliator mengalami fluktuasi pendapatan. Hasil
penelitian menyimpulkan bahwa praktik TikTok Affiliate memiliki elemen yang tidak sepenuhnya sesuai
dengan hukum ekonomi syariah, terutama karena adanya komisi tetap yang menyerupai riba,
ketidakpastian algoritma yang menimbulkan gharar, serta spekulasi viralitas konten yang menyerupai
maisir. Evaluasi kontrak berdasarkan fatwa MUI dan DSN juga menunjukkan bahwa sebagian besar akad
tidak memenubhi syarat saling ridha dan transparansi, sehingga berisiko tidak sah secara syariah. Meski
demikian, terdapat potensi harmonisasi melalui konsep mudharabah digital, di mana pembagian risiko
bersama dapat mendukung prinsip keadilan Islam. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya
reformasi kontrak dan regulasi agar praktik TikTok Affiliate mencapai syariah compliance. Dampak
penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur hukum ekonomi
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syariah kontemporer serta implikasi praktis bagi pengembangan ekonomi digital etis di Indonesia, di
mana TikTok Affiliate berperan signifikan dalam transaksi e-commerce.
Kata Kunci: TikTok Affiliate, Bagi Hasil, Hukum Ekonomi Syariah, Mudharabah Digital.

ABSTRACT

The TikTok Affiliate Program, a commission-based digital marketing model, has rapidly developed in Indonesia and
become a key component of the e-commerce ecosystem. However, the practice of revenue sharing, which involves
sales commissions through content promotion, raises questions about its compliance with Islamic economic
principles. This study aims to analyze TikTok Affiliate’s revenue sharing practices from an Islamic economic
perspective, focusing on identifying elements that align with and discordant with the principles of Islamic justice.
The research method used is Library research, analyzing literature, regulations, and empirical data, including a
survey by Lee & Kim that showed that 65% of affiliates experience income fluctuations. The study concludes that
TikTok Affiliate practices contain elements that are not fully compliant with Islamic economic law, primarily due
to the fixed commissions that resemble usury (riba), algorithmic uncertainty that gives rise to gharar (gharar), and
speculation about the virality of content that resembles gambling (maisir). Contract evaluation based on fatwas
from the Indonesian Ulema Council (MUI) and the National Sharia Council (DSN) also indicates that most
contracts do not meet the requirements of mutual consent and transparency, thus risking invalidity under Islamic
law. However, there is potential for harmonization through the concept of digital mudharabah, where shared risk
sharing can support the principles of Islamic justice. The study’s conclusions emphasize the need for contractual
and regulatory reforms to ensure TikTok Affiliate practices are Sharia-compliant. This research impacts theoretical
contributions to the development of contemporary Sharia economic law literature, as well as practical implications
for the development of an ethical digital economy in Indonesia, where TikTok Affiliate plays a significant role in e-
commerce transactions.

Keywords: TikTok Affiliate, Profit Sharing, Sharia Economic Law, Digital Mudharabah.

I. PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, platform media sosial seperti TikTok telah menjadi salah satu
ekosistem ekonomi terbesar di dunia, dengan lebih dari 1,5 miliar pengguna aktif bulanan pada
tahun 2023, sebagaimana dilaporkan dalam laporan resmi TikTok (TikTok, 2023). TikTok tidak
hanya berfungsi sebagai wadah hiburan dan kreativitas, tetapi juga sebagai arena bisnis melalui
program TikTok Affiliate, yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan pendapatan
melalui bagi hasil (profit-sharing) atas promosi produk atau layanan. Praktik bagi hasil ini
melibatkan kolaborasi antara kreator konten (affiliate) dan merchant, di mana affiliate menerima
komisi berdasarkan penjualan yang dihasilkan dari tautan atau kode promosi yang mereka
bagikan. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini menimbulkan pertanyaan
tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (riba), gharar
(ketidakpastian berlebihan), dan maisir (spekulasi), serta konsep bagi hasil yang sah seperti
mudharabah atau musyarakah. Latar belakang penelitian ini dimulai dari fenomena
pertumbuhan pesat ekonomi digital di Indonesia, di mana TikTok Affiliate telah menjadi salah
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satu sumber pendapatan utama bagi jutaan pengguna, dengan pendapatan global dari affiliate
marketing diperkirakan mencapai USD 8,2 triliun pada tahun 2022 (Statista, 2022). Di Indonesia,
data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa lebih dari
170 juta pengguna aktif TikTok pada tahun 2024, dan program affiliate-nya telah menghasilkan
transaksi bernilai miliaran rupiah, terutama dalam kategori e-commerce seperti fashion,
kecantikan, dan teknologi (Kementerian Komunikasi Dan Informatika, 2024). Meskipun
demikian, implementasi bagi hasil di TikTok Affiliate sering kali melibatkan elemen spekulatif,
seperti ketidakpastian dalam volume penjualan dan potensi manipulasi algoritma, yang
bertentangan dengan etika syariah yang menekankan keadilan dan transparansi.

Gap riset dalam studi ini terletak pada keterbatasan penelitian sebelumnya yang belum
secara mendalam mengintegrasikan analisis hukum ekonomi syariah dengan praktik affiliate
marketing di platform spesifik seperti TikTok. Sebagian besar penelitian tentang affiliate
marketing fokus pada aspek teknis dan pemasaran digital, seperti studi oleh Johnson et al.
(2021) yang menganalisis efektivitas affiliate program di media sosial tanpa mempertimbangkan
dimensi syariah. Sementara itu, penelitian tentang hukum ekonomi syariah lebih banyak
membahas instrumen keuangan tradisional seperti bank syariah atau investasi saham, dengan
referensi seperti buku oleh Hasan (2020) yang membahas prinsip mudharabah dalam konteks
perbankan, tetapi belum mengeksplorasi aplikasi bagi hasil di ekosistem digital seperti TikTok.
Gap ini diperkuat oleh fakta bahwa TikTok Affiliate, yang diluncurkan secara resmi pada tahun
2020, telah berkembang pesat namun belum banyak diteliti dari sudut pandang syariah,
terutama di negara dengan populasi Muslim terbesar seperti Indonesia. Data dari World Bank
(2023) menunjukkan bahwa ekonomi syariah global bernilai USD 3,9 triliun pada tahun 2023,
namun integrasi dengan teknologi digital masih terbatas, sehingga ada kekosongan dalam
memahami bagaimana praktik bagi hasil di TikTok dapat disesuaikan dengan fatwa-fatwa
syariah dari lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah Nasional
(DSN).

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan
hukum ekonomi syariah dengan analisis praktis TikTok Affiliate, menggunakan data empiris
terkini untuk mengidentifikasi model bagi hasil yang syariah-compliant. Tidak seperti
penelitian sebelumnya yang bersifat teoritis, studi ini mengintegrasikan data kuantitatif dari
survei pengguna TikTok Affiliate di Indonesia, yang menunjukkan bahwa 65% affiliate
mengalami ketidakpastian dalam pendapatan akibat fluktuasi algoritma platform (Lee & Kim,
2024). Novelty juga terlihat dalam pengembangan framework baru yang mengadaptasi konsep
mudharabah digital, di mana bagi hasil didasarkan pada kontrak yang jelas dan bebas dari
elemen gharar, berbeda dari model konvensional yang sering kali spekulatif. Dengan
menggunakan referensi aktual seperti laporan TikTok (2023) dan studi tentang ekonomi syariah
digital oleh Rahman (2022), penelitian ini menawarkan wawasan baru tentang bagaimana
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platform digital dapat diharmoniskan dengan prinsip syariah, sehingga berkontribusi pada
literatur yang masih berkembang di bidang fintech syariah.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat pertumbuhan eksponensial ekonomi digital
di Indonesia, di mana TikTok Affiliate telah menjadi sumber pendapatan bagi jutaan kreator,
namun tanpa regulasi syariah yang memadai, dapat menimbulkan risiko etis dan hukum. Data
dari Bank Indonesia (2024) menunjukkan bahwa transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp
500 triliun pada tahun 2023, dengan TikTok berkontribusi signifikan melalui affiliate-nya, namun
banyak praktiknya melibatkan riba tersembunyi seperti bunga tersirat dalam pembayaran
komisi atau spekulasi atas data pengguna. Urgensi ini diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia
memiliki lebih dari 200 juta Muslim, dan ekonomi syariah diharapkan tumbuh 15% per tahun
hingga 2025 (World Bank, 2023). Tanpa penelitian ini, praktik bagi hasil di TikTok Affiliate
berisiko melanggar prinsip syariah, seperti dalam kasus di mana affiliate menggunakan konten
yang tidak etis untuk meningkatkan penjualan, yang dapat dianggap sebagai maisir. Selain itu,
dari segi regulasi, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong
pengembangan fintech syariah, namun belum ada panduan spesifik untuk platform affiliate
seperti TikTok, sehingga penelitian ini mendesak untuk memberikan rekomendasi kebijakan
yang dapat mencegah konflik hukum dan mempromosikan inklusi ekonomi yang adil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik bagi hasil TikTok Affiliate dalam
perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada identifikasi elemen yang sesuai dan
tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta mengembangkan model bagi hasil yang syariah-
compliant. Secara spesifik, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kontrak bagi hasil di
TikTok Affiliate berdasarkan fatwa MUI dan DSN, menggunakan data empiris dari survei dan
wawancara dengan affiliate dan ahli syariah. Tujuan lainnya adalah memberikan rekomendasi
praktis bagi platform TikTok dan regulator untuk mengimplementasikan mekanisme bagi hasil
yang transparan dan bebas riba, seperti melalui integrasi blockchain untuk memastikan
akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada
pengembangan ekonomi digital yang etis dan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus mengisi gap
dalam literatur hukum ekonomi syariah terkait teknologi digital. Untuk mencapai tujuan ini,
penelitian menggunakan metodologi campuran, termasuk analisis dokumen hukum syariah,
survei kuantitatif terhadap 500 pengguna TikTok Affiliate, dan studi kasus pada transaksi affiliate
yang sukses, dengan referensi aktual seperti laporan Statista (2022) dan Islamic Finance
Development Report (World Bank, 2023) untuk mendukung analisis data.

Dalam konteks lebih luas, praktik bagi hasil di TikTok Affiliate melibatkan beberapa aspek
yang perlu diperiksa dari sudut syariah. Pertama, konsep bagi hasil itu sendiri berasal dari
prinsip Islam yang mendorong kemitraan risiko bersama, seperti dalam mudharabah, di mana
pemilik modal (merchant) dan pengelola (affiliate) berbagi keuntungan berdasarkan proporsi
yang disepakati, tanpa jaminan keuntungan tetap yang dapat dianggap riba (Hasan, 2020).
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Namun, di TikTok Affiliate, bagi hasil sering kali didasarkan pada komisi tetap per penjualan,
yang mungkin tidak mencerminkan pembagian risiko yang seimbang, terutama jika affiliate
tidak memiliki kontrol atas proses penjualan. Data dari survei Lee & Kim (2024) menunjukkan
bahwa 70% affiliate merasa bahwa model komisi ini kurang adil karena ketergantungan pada
algoritma TikTok yang tidak transparan, yang dapat dianggap sebagai gharar. Selain itu, praktik
ini sering melibatkan promosi produk yang mungkin mengandung bahan haram atau layanan
yang bertentangan dengan etika Islam, seperti perjudian online atau produk keuangan
konvensional, sehingga menimbulkan risiko syubhat (keraguan) dalam kesyariahan.

Gap riset ini diperparah oleh kurangnya studi komprehensif yang mengintegrasikan data
digital dengan analisis syariah. Misalnya, penelitian Johnson & Smith (2021) fokus pada metrik
performa affiliate di platform sosial, tetapi tidak membahas implikasi syariah seperti larangan
terhadap spekulasi. Di sisi lain, literatur syariah lebih banyak membahas instrumen seperti
sukuk atau tabungan haji, dengan Rahman (2022) menekankan pentingnya transparansi dalam
fintech syariah, namun belum spesifik pada affiliate marketing. Dengan demikian, penelitian ini
mengisi gap tersebut dengan menganalisis data dari TikTok (2023) yang menunjukkan
pertumbuhan affiliate program sebesar 300% sejak 2020, dan mengkorelasikannya dengan
prinsip syariah untuk mengidentifikasi model alternatif seperti bagi hasil berbasis hasil kerja
(ujrah) yang dikombinasikan dengan mudharabah.

Novelty penelitian ini juga terletak pada penggunaan teknologi analisis data untuk
memodelkan skenario bagi hasil syariah-compliant. Tidak seperti pendekatan kualitatif murni,
studi ini mengembangkan simulasi matematis berdasarkan data empiris, seperti proporsi bagi
hasil yang optimal untuk menghindari riba, dengan referensi ke Islamic Finance Development
Report (Bank, 2023) yang melaporkan peningkatan adopsi fintech syariah sebesar 25% per
tahun. Ini memberikan kontribusi baru dengan menawarkan framework praktis yang dapat
diadopsi oleh platform seperti TikTok, berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih teoritis.

Urgensi penelitian semakin mendesak dengan meningkatnya kasus litigasi terkait affiliate
marketing, seperti gugatan terhadap platform yang diduga manipulatif, sebagaimana
dilaporkan dalam berita Reuters (2024). Di Indonesia, dengan populasi Muslim yang tinggi,
praktik bagi hasil yang tidak syariah-compliant dapat menimbulkan konflik sosial dan ekonomi,
terutama di kalangan generasi muda yang aktif di TikTok. Bank Indonesia (2024)
memperkirakan bahwa fintech syariah dapat berkontribusi hingga 10% terhadap PDB Indonesia
jika diintegrasikan dengan baik, sehingga penelitian ini urgen untuk mendukung agenda
nasional tersebut.

Akhirnya, tujuan penelitian ini mencakup pengembangan panduan bagi stakeholder,
termasuk affiliate, merchant, dan regulator, untuk memastikan praktik bagi hasil di TikTok
Affiliate selaras dengan hukum ekonomi syariah. Dengan menggunakan data dari (Kementerian
Komunikasi Dan Informatika, 2024) dan Statista (2022), penelitian bertujuan untuk
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menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan, seperti sertifikasi syariah
untuk affiliate program, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan
etis. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya mengisi gap riset tetapi juga memberikan
novelty melalui integrasi data aktual dan perspektif syariah, dengan urgensi yang tinggi untuk
mencegah risiko hukum dan etis di era digital ini.

II. KERANGKA TEORI

A.Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan fondasi utama untuk menilai kesesuaian praktik
affiliate marketing dengan prinsip Islam. Salah satu teori kunci adalah Teori Akad Syariah, yang
dikembangkan oleh para ulama seperti Hasan (2020) dalam bukunya "Islamic Finance:
Principles and Practice”. Teori ini menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi harus
didasarkan pada akad (kontrak) yang sah, saling ridha, dan bebas dari elemen haram seperti
riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (spekulasi). Dalam konteks bagi
hasil, akad seperti mudharabah di mana pemilik modal dan pengelola berbagi keuntungan
berdasarkan proporsi risiko dianggap sah karena mempromosikan keadilan dan kemitraan.
Namun, Hasan (2020) juga mengkritik model bagi hasil konvensional yang sering kali
melibatkan jaminan keuntungan tetap, yang dapat dianggap riba jika tidak seimbang dengan
risiko. Teori ini relevan dengan TikTok Affiliate, di mana bagi hasil sering kali berupa komisi
tetap per penjualan, yang mungkin tidak mencerminkan pembagian risiko yang adil, terutama
jika affiliate tidak memiliki kontrol atas fluktuasi algoritma platform.

B. Affiliate Marketing

Affiliate Marketing, yang berasal dari bidang pemasaran digital. Johnson & Smit(2021)
dalam artikel "Affiliate Marketing in Social Media: A Performance Analysis" menjelaskan bahwa
affiliate marketing melibatkan tiga aktor utama: affiliate (promotor), merchant (penjual), dan
platform (seperti TikTok). Model ini didasarkan pada komisi berbasis performa, seperti klik,
konversi, atau penjualan, yang mendorong kreativitas konten untuk meningkatkan trafik.
Namun, penelitian ini menyoroti risiko seperti ketidakpastian pendapatan akibat perubahan
algoritma, yang dapat mempengaruhi motivasi affiliate. Dari perspektif syariah, model ini sering
kali bertentangan dengan prinsip gharar, karena ketidakpastian berlebihan dalam pendapatan
affiliate, sebagaimana dikritik oleh Rahman (2022) dalam "Digital Islamic Finance: Opportunities
and Challenges". Rahman menekankan bahwa dalam ekonomi digital syariah, transparansi dan
akuntabilitas harus diutamakan, sehingga model affiliate perlu dimodifikasi untuk menghindari
spekulasi yang mirip maisir. Integrasi kedua teori ini menunjukkan gap dalam literatur, di mana
studi sebelumnya seperti Johnson & Smit(2021) fokus pada aspek teknis tanpa
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mempertimbangkan dimensi etis syariah, sementara literatur syariah seperti Hasan (2020) lebih
banyak membahas instrumen keuangan tradisional.

C. Ekonomi Digital Syariah

Teori Ekonomi Digital Syariah, yang menggabungkan teknologi dengan prinsip Islam.
Islamic Finance Development Report (World Bank, 2023) dari World Bank melaporkan bahwa
ekonomi syariah global bernilai USD 3,9 triliun pada 2023, dengan potensi pertumbuhan 15%
per tahun melalui integrasi fintech. Laporan ini menyoroti tantangan dalam platform digital
seperti affiliate marketing, di mana praktik bagi hasil sering kali melibatkan data pengguna yang
tidak transparan, yang dapat dianggap gharar. Rahman (2022) memperluas ini dengan
mengusulkan penggunaan blockchain untuk memastikan kesesuaian syariah dalam transaksi
digital, seperti bagi hasil yang bebas riba. Namun, tinjauan menemukan bahwa penelitian
empiris tentang TikTok Affiliate masih terbatas; misalnya, Lee & Kim (2024) dalam "Uncertainty
in TikTok Affiliate Earnings: A Survey Study" menganalisis survei terhadap 500 pengguna
TikTok, yang menunjukkan bahwa 65% affiliate mengalami ketidakpastian pendapatan akibat
algoritma, yang memperkuat argumen gharar. Studi ini mengisi celah dengan data kuantitatif,
tetapi belum mengintegrasikan analisis syariah secara mendalam.

D.KTritik terhadap literatur sebelumnya

Kritik terhadap literatur sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian
tentang affiliate marketing bersifat deskriptif dan teknis, tanpa mempertimbangkan implikasi
hukum syariah. Misalnya, Johnson & Smith (2021) mengabaikan risiko etis seperti promosi
produk haram, yang dapat melanggar prinsip syariah tentang halal dan haram. Di sisi lain,
literatur syariah seperti Hasan (2020) dan Rahman (2022) lebih teoritis dan belum spesifik pada
platform seperti TikTok, yang diluncurkan affiliate programnya pada 2020 dan telah
berkembang pesat. Islamic Finance Development Report (World Bank, 2023) menekankan
urgensi regulasi untuk fintech syariah, tetapi tidak memberikan model praktis untuk affiliate
marketing. Dengan demikian, tinjauan ini mengidentifikasi gap utama: kurangnya studi
interdisipliner yang menggabungkan data empiris TikTok dengan analisis syariah, sehingga
penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan framework bagi hasil syariah-compliant,
seperti mudharabah digital, yang mengadaptasi konsep risiko bersama ke konteks affiliate.

Secara keseluruhan, tinjauan teori ini menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil TikTok
Affiliate dapat disesuaikan dengan hukum ekonomi syariah melalui modifikasi kontrak yang
menekankan transparansi, pembagian risiko, dan larangan elemen haram. Teori-teori yang
dikaji dari akad syariah hingga ekonomi digital menyediakan landasan untuk analisis kritis,
dengan kritik terhadap model konvensional yang spekulatif. Penelitian ini mengisi gap tersebut
dengan mengintegrasikan data aktual dari 2020-2025, seperti survei Lee & Kim (2024) dan
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laporan World Bank (2023), untuk menawarkan wawasan baru tentang harmonisasi affiliate
marketing dengan prinsip Islam. Hal ini tidak hanya memperkaya literatur tetapi juga
mendukung pengembangan ekonomi digital yang etis di negara dengan populasi Muslim besar
seperti Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menganalisis praktik bagi hasil TikTok Affiliate
dalam perspektif hukum ekonomi syariah menggunakan metode Library research, yang
merupakan pendekatan penelitian kepustakaan yang fokus pada pengumpulan, analisis, dan
sintesis data sekunder dari sumber literatur yang relevan. Metode ini dipilih karena topik
penelitian melibatkan eksplorasi konseptual dan teoritis tentang kesesuaian praktik affiliate
marketing dengan prinsip syariah, di mana data primer seperti survei lapangan kurang sesuai
karena penelitian ini lebih menekankan pada tinjauan mendalam terhadap literatur, fatwa, dan
regulasi yang sudah ada. Library research memungkinkan pengumpulan data dari sumber
autentik seperti jurnal akademik, buku, laporan resmi, dan dokumen hukum syariah, sehingga
dapat memberikan analisis yang komprehensif tanpa memerlukan pengumpulan data baru di
lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi elemen bagi
hasil yang sesuai atau bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, serta mengembangkan
rekomendasi berdasarkan sintesis literatur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif-analitis, di mana data
dikumpulkan untuk mendeskripsikan praktik bagi hasil TikTok Affiliate dan menganalisisnya
melalui lensa hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini sesuai dengan metodologi Library
research, yang menekankan pada studi dokumen untuk memahami fenomena sosial-ekonomi
digital. Penelitian dilakukan dalam periode waktu tertentu, yaitu dari 2020 hingga 2025, untuk
memastikan aktualitas data, mengingat perkembangan pesat TikTok Affiliate sejak
peluncurannya pada 2020. Lokasi penelitian bersifat virtual, dengan fokus pada literatur global
dan lokal (Indonesia), termasuk fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah
Nasional (DSN), serta laporan internasional tentang ekonomi syariah digital.

Metode pengumpulan data dalam Library research ini melibatkan beberapa langkah
sistematis. Pertama, identifikasi sumber data sekunder yang relevan, termasuk jurnal akademik,
buku, laporan resmi, dan dokumen hukum. Sumber utama diperoleh dari database seperti
Google Scholar, JSTOR, Scopus, dan situs resmi seperti World Bank, Bank Indonesia, serta
Kominfo Indonesia. Kata kunci pencarian meliputi "TikTok Affiliate profit-sharing", "Islamic
economic law", "mudharabah in digital marketing", "gharar in affiliate programs", dan "syariah
compliance in social media platforms". Kedua, seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria
inklusi: publikasi dari 2020-2025, relevansi dengan topik (minimal 70% keterkaitan), dan
kredibilitas sumber (jurnal peer-reviewed atau laporan resmi). Dari pencarian awal, diperoleh
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sekitar 50 sumber potensial, yang kemudian difilter menjadi 20-25 sumber utama. Ketiga,
ekstraksi data dilakukan dengan membaca dan mencatat informasi kunci, seperti definisi bagi
hasil syariah, analisis praktik TikTok Affiliate, dan implikasi hukum. Data dikategorikan ke
dalam tema-tema seperti prinsip syariah (riba, gharar, maisir), model affiliate marketing, dan
kasus empiris dari survei pengguna TikTok.

Metode analisis data menggunakan teknik analisis konten kualitatif, yang melibatkan
pengkodean dan kategorisasi data dari literatur. Pertama, data dikodekan berdasarkan tema
utama: (1) Deskripsi praktik bagi hasil TikTok Affiliate (misalnya, mekanisme komisi dan
algoritma); (2) Prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan (seperti mudharabah dan larangan
riba); (3) Analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian; dan (4) Rekomendasi untuk model syariah-
compliant. Kedua, sintesis dilakukan dengan membandingkan pandangan dari berbagai
sumber, menggunakan pendekatan deduktif di mana teori syariah diterapkan untuk
mengevaluasi praktik affiliate. Misalnya, jika literatur menunjukkan bahwa komisi tetap di
TikTok melibatkan gharar (Lee & Kim, 2024), maka dianalisis bagaimana hal itu bertentangan
dengan prinsip syariah. Ketiga, triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan validitas,
dengan membandingkan data dari jurnal, laporan, dan fatwa untuk menghindari bias. Analisis
ini menghasilkan temuan seperti identifikasi gap dalam praktik saat ini dan pengembangan
framework bagi hasil digital syariah.

Untuk memastikan keabsahan dan keandalan, penelitian ini menggunakan teknik
validitas eksternal melalui triangulasi sumber dan internal melalui konsistensi analisis. Etika
penelitian dijunjung tinggi dengan menghindari plagiarisme melalui sitasi yang tepat,
menggunakan referensi aktual, dan memastikan netralitas dalam interpretasi data. Batasan
metodologi ini adalah ketergantungan pada data sekunder, yang mungkin tidak mencakup
perkembangan terkini pasca-2025, sehingga rekomendasi untuk penelitian lanjutan meliputi
penggabungan data primer. Secara keseluruhan, metodologi ini efektif untuk memberikan
analisis mendalam tentang topik, dengan output berupa deskripsi praktik, analisis syariah, dan
rekomendasi kebijakan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A.lIdentifikasi Elemen Yang Sesuai Dan Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah

Pembahasan penelitian ini secara mendalam menganalisis praktik bagi hasil TikTok
Affiliate dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan penekanan pada identifikasi elemen
yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, evaluasi kontrak berdasarkan fatwa MUI
dan DSN, serta pengembangan rekomendasi untuk model syariah-compliant, sebagaimana
ditetapkan dalam tujuan penelitian. Melalui metode Library research, analisis ini
mengintegrasikan data sekunder dari literatur akademik, laporan resmi, dan dokumen hukum
dari periode 2020-2025, untuk memberikan wawasan komprehensif tentang harmonisasi
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praktik affiliate marketing dengan etika Islam. Praktik bagi hasil di TikTok Affiliate melibatkan
kolaborasi antara kreator konten (affiliate), merchant (penjual produk), dan platform TikTok
sebagai perantara, di mana affiliate menerima komisi berdasarkan penjualan yang dihasilkan
dari tautan promosi atau kode affiliate. Menurut TikTok Global Impact Report (TikTok, 2023),
program ini telah berkembang pesat sejak peluncurannya pada 2020, dengan lebih dari 1 juta
affiliate aktif secara global pada 2023, menghasilkan transaksi bernilai USD 2,5 miliar. Di
Indonesia, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Komunikasi Dan
Informatika, 2024) menunjukkan bahwa TikTok memiliki 170 juta pengguna aktif, dengan
affiliate program berkontribusi signifikan terhadap ekonomi kreatif, terutama dalam kategori e-
commerce seperti fashion, kecantikan, dan teknologi. Namun, dari perspektif hukum ekonomi
syariah, praktik ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang kesesuaiannya dengan prinsip-
prinsip Islam, yang menuntut transaksi bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta didasarkan pada
akad yang adil dan transparan.

Dalam analisis elemen yang tidak sesuai dengan syariah, riba menjadi isu utama karena
model komisi di TikTok Affiliate sering kali bersifat tetap atau proporsional tanpa
mempertimbangkan risiko seimbang. Riba, sebagaimana didefinisikan dalam Al-Qur'an (Surah
Al-Bagarah: 275-279) dan dijelaskan oleh Hasan (2020) dalam "Islamic Finance: Principles and
Practice", adalah penambahan nilai tanpa imbalan risiko yang setara, yang dilarang karena
menciptakan ketidakadilan. Dalam konteks affiliate, komisi tetap (misalnya, 5-10% per
penjualan) dapat dianggap riba jika merchant memperoleh keuntungan pasti sementara affiliate
menanggung risiko fluktuasi trafik, seperti penurunan visibilitas konten akibat algoritma
TikTok yang berubah tanpa pemberitahuan. Data dari survei Lee & Kim (2024) dalam
"Uncertainty in TikTok Affiliate Earnings: A Survey Study" menunjukkan bahwa 65% affiliate di
Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami ketidakpastian pendapatan bulanan, dengan
variasi hingga 50% akibat perubahan algoritma. Ini memperkuat argumen bahwa model ini
mirip dengan riba tersembunyi, karena keuntungan affiliate tidak sepenuhnya seimbang dengan
risiko mereka, berbeda dari konsep mudharabah syariah di mana keuntungan dibagi berdasarkan
kontribusi modal dan kerja. Misalnya, jika affiliate menghabiskan waktu dan kreativitas untuk
membuat konten promosi, namun pendapatan tergantung pada faktor eksternal seperti tren
viral, maka ini melanggar prinsip syariah tentang keadilan transaksional. Kritik terhadap
literatur sebelumnya, seperti Johnson & Smith (2021) dalam "Affiliate Marketing in Social Media:
A Performance Analysis", menunjukkan bahwa studi tersebut fokus pada metrik performa
seperti konversi rate tanpa mempertimbangkan dimensi etis syariah, sehingga gap ini diisi oleh
analisis ini yang mengintegrasikan fatwa DSN tentang fintech, yang secara eksplisit melarang
transaksi dengan elemen riba.

Selanjutnya, gharar (ketidakpastian berlebihan) merupakan elemen dominan yang tidak
sesuai dalam praktik TikTok Affiliate. Gharar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi
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Muhammad SAW yang melarang jual-beli yang mengandung ketidakpastian tinggi, dan
diperkuat oleh Rahman (2022) dalam "Digital Islamic Finance: Opportunities and Challenges",
terjadi ketika salah satu pihak tidak memiliki informasi lengkap tentang objek transaksi. Di
TikTok, algoritma platform yang proprietary dan sering berubah menciptakan gharar, karena
affiliate tidak dapat memprediksi apakah konten mereka akan mendapatkan eksposur tinggi
atau tidak. Islamic Finance Development Report (World Bank, 2023) dari World Bank
melaporkan bahwa dalam ekonomi digital syariah, gharar sering muncul dalam platform seperti
affiliate marketing, di mana data pengguna dieksploitasi tanpa transparansi. Survei Lee & Kim
(2024) menemukan bahwa 70% affiliate merasa bahwa model ini tidak adil karena
ketergantungan pada "black box" algoritma, yang dapat dianggap sebagai spekulasi haram jika
promosi melibatkan produk yang tidak etis, seperti alkohol atau perjudian online, yang
bertentangan dengan prinsip halal. Perbandingan dengan literatur syariah menunjukkan bahwa
(Hasan, 2023) membahas gharar dalam konteks asuransi konvensional, tetapi belum spesifik
pada digital marketing, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan
mengadaptasi konsep tersebut ke TikTok Affiliate. Implikasi hukumnya signifikan, karena di
Indonesia, fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/X/2017 tentang fintech syariah menekankan bahwa
transaksi digital harus bebas gharar, sehingga praktik TikTok saat ini berisiko tidak sah secara
syariah. Data dari Bank Indonesia (2024) dalam "Laporan Ekonomi Syariah Indonesia 2024"
menunjukkan bahwa transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp 500 triliun pada 2023, dengan
TikTok berkontribusi 15%, namun tanpa mitigasi gharar, dapat menimbulkan litigasi seperti
yang dilaporkan Reuters (2024) tentang gugatan terhadap platform affiliate di AS.

Maisir (spekulasi atau perjudian) juga teridentifikasi sebagai elemen yang tidak sesuai,
terutama ketika bagi hasil didasarkan pada elemen keberuntungan seperti viralitas konten.
Maisir dilarang dalam Islam karena mendorong spekulasi tanpa usaha produktif, sebagaimana
dalam Al-Qur'an (Surah Al-Ma'idah: 90-91). Dalam TikTok Affiliate, affiliate sering kali bersaing
untuk mendapatkan "For You Page" (FYP), yang bergantung pada engagement acak, sehingga
pendapatan dapat melonjak atau jatuh tanpa kontrol. Rahman (2022) mengkritik bahwa dalam
fintech syariah, maisir muncul ketika transaksi melibatkan risiko tinggi tanpa nilai tambah,
seperti promosi produk yang tidak halal. Survei Lee & Kim (2024) menunjukkan bahwa 40%
affiliate. menggunakan strategi spekulatif seperti "trend hopping” untuk meningkatkan
pendapatan, yang dapat dianggap maisir jika tidak didasarkan pada konten berkualitas.
Perbandingan dengan Johnson & Smith (2021) menunjukkan bahwa studi tersebut mengabaikan
risiko etis ini, fokus pada ROI (return on investment), sehingga analisis ini mengisi gap dengan
mengintegrasikan perspektif syariah. Implikasi sosialnya adalah potensi eksploitasi affiliate
muda, terutama di Indonesia dengan populasi Muslim 200 juta, di mana praktik ini dapat
menimbulkan syubhat (keraguan) tentang kesyariahan pendapatan. Islamic Finance
Development Report (Bank, 2023) memperkirakan bahwa ekonomi syariah digital dapat
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tumbuh 15% per tahun jika diintegrasikan dengan baik, namun maisir seperti ini
menghambatnya.
B. Analisis Praktik Bagi Hasil Tiktok Affiliate Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Di sisi lain, elemen yang sesuai dengan syariah terlihat dalam potensi bagi hasil berbasis
kemitraan, meskipun jarang diterapkan. Konsep mudharabah, sebagai bentuk bagi hasil sah,
memungkinkan pembagian keuntungan berdasarkan proporsi risiko, di mana affiliate sebagai
"mudharib” (pengelola) dan merchant sebagai "shahibul mal" (pemilik modal) berbagi untung-
rugi. Hasan (2020) menjelaskan bahwa mudharabah menghindari riba karena tidak ada jaminan
keuntungan tetap. Dalam TikTok, ini dapat diadaptasi jika kontrak menetapkan bahwa komisi
disesuaikan berdasarkan kontribusi affiliate, seperti investasi waktu dalam konten. Rahman
(2022) mengusulkan penggunaan blockchain untuk memastikan transparansi, sehingga
mengurangi gharar. Data dari Statista (2022) menunjukkan bahwa pasar affiliate global bernilai
USD 8,2 triliun, dengan potensi untuk model syariah-compliant yang lebih adil. Perbandingan
dengan literatur menunjukkan bahwa Islamic Finance Development Report (2023) mendorong
integrasi syariah dalam digital, namun belum spesifik pada TikTok, sehingga penelitian ini
menawarkan novelty dengan mengembangkan "mudharabah digital affiliate" framework.
Implikasi ekonominya positif, karena dapat meningkatkan partisipasi affiliate Muslim,
mendukung agenda Bank Indonesia (2024) untuk pertumbuhan ekonomi syariah.

Evaluasi kontrak bagi hasil berdasarkan fatwa MUI dan DSN menunjukkan bahwa
sebagian besar kontrak TikTok tidak memenuhi syarat akad sah, seperti saling ridha dan
kejelasan objek. Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang fintech syariah menuntut
kontrak digital harus transparan dan bebas gharar. Analisis kontrak TikTok, berdasarkan
laporan resmi platform (TikTok, 2023), menunjukkan bahwa syarat-syarat sering kali ambigu,
seperti perubahan komisi tanpa notifikasi, yang melanggar prinsip syariah. Perbandingan
dengan (Johnson & Smith, 2021) menunjukkan bahwa studi tersebut mengabaikan aspek
kontraktual, sehingga gap diisi dengan analisis ini. Implikasi hukumnya adalah risiko bagi
affiliate, terutama di Indonesia di mana OJK mengawasi fintech syariah.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil TikTok Affiliate, yang
melibatkan komisi berbasis penjualan melalui promosi konten, memiliki elemen yang tidak
sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah, terutama karena dominasi riba, gharar, dan
maisir, namun dapat diharmoniskan melalui modifikasi kontrak. Berdasarkan analisis literatur
melalui metode Library research, elemen yang tidak sesuai meliputi komisi tetap yang mirip riba
karena tidak seimbang dengan risiko affiliate, ketidakpastian algoritma yang menciptakan gharar
tinggi, dan spekulasi viralitas konten yang menyerupai maisir, sebagaimana dikritik dalam
survei Lee & Kim yang menunjukkan 65% affiliate mengalami fluktuasi pendapatan. Evaluasi
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kontrak berdasarkan fatwa MUI dan DSN menunjukkan bahwa sebagian besar akad TikTok
Affiliate tidak memenuhi syarat saling ridha dan transparansi, sehingga berisiko tidak sah secara
syariah.

Namun, elemen yang sesuai terlihat dalam potensi mudharabah digital, di mana bagi hasil
dapat didasarkan pada pembagian risiko bersama, mendukung prinsip keadilan Islam. Secara
keseluruhan, penelitian ini menjawab tujuan utama dengan mengidentifikasi bahwa praktik
saat ini memerlukan reformasi untuk mencapai syariah compliance, berkontribusi pada
pengembangan ekonomi digital etis di Indonesia, di mana TikTok Affiliate berkontribusi
signifikan terhadap transaksi e-commerce.

VI. SARAN

Saran penelitian ini mencakup beberapa rekomendasi praktis dan akademis. Pertama,
untuk platform TikTok, disarankan mengadopsi model bagi hasil syariah-compliant seperti
mudharabah digital dengan kontrak yang jelas, menggunakan blockchain untuk transparansi
gharar, dan mendapatkan sertifikasi DSN untuk affiliate program, sebagaimana diusulkan
(Rahman, 2022). Ini akan mengurangi risiko riba dan maisir, serta meningkatkan kepercayaan
pengguna Muslim. Kedua, bagi regulator seperti OJK dan MUI, disarankan menyusun panduan
spesifik untuk affiliate marketing digital, termasuk fatwa baru tentang algoritma transparan,
untuk mencegah litigasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang diperkirakan
15% per tahun. Ketiga, untuk penelitian lanjutan, disarankan menggunakan metode campuran
dengan survei primer terhadap affiliate Indonesia untuk validasi empiris, serta eksplorasi kasus
komparatif dengan platform lain seperti Instagram Affiliate, untuk memperluas generalisasi
temuan. Dengan demikian, saran ini bertujuan untuk mempromosikan inklusi ekonomi
berkelanjutan dan harmonisasi teknologi dengan etika Islam.
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